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 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

 

 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR   4   TAHUN   2008  

 
TENTANG 

 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2008 - 2028 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI REJANG LEBONG, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten 
Rejang Lebong dengan memanfaatkan ruang wilayah daratan, 
serta ruang udara di atasnya yang tersebar dalam 15 
Kecamatan secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, 
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi, perlu 
disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten; 

 b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 
antar sektor, daerah dan masyarakat di Kabupaten Rejang 
Lebong Provinsi Bengkulu , maka perlu disusun rencana tata 
ruang wilayah kabupaten. 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada 
huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

 3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2831); 

 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828);  
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 5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan 
Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2994); 

 6. Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 8.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 10.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3469); 

 12.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

 13.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3475); 

 14.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 

 15.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3479); 

 16.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3480); 
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 17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3556); 

 18.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang  
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3682); 

 19.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

 20.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang 
ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 
menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401); 

 21. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2000 tentang Program 
Perencanaan Nasional/Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

 22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053); 

 23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4169); 

 24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

 26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 
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 27.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 28.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

 29. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4433); 

 30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

 31. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

 33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 

 34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);  

 35. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat 
Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717); 

 36.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara 
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3660 ); 

 37. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3769); 
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 38.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan 
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

 39.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

 40.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3853); 

 41.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat 
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

 42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

 43.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 

 44.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar 
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 

 45  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 
Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4242); 

 46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

 47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ( 
Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655); 

 48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 


